
BUPATIKAUR 
PROVINSIBENGKULU 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR 
NOMOR : 0/ TAHUN 2018 

TENTANG 

PEMBENTUKAN BADAN USAHA PELABUHAN PT TRANS LINAU KABUPATEN KAUR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATJ KAUR, 
Menimbang a. bahwa dalarn rangka memanfaatkan peluang perkembangan 

Mengingat 

ckonomi regional dan global dan untuk menunjang Visi dan Misi Kabupaten Kaur serta mcningka.tkan kr.sejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan potcnsi unggulan dacrah perlu membentuk Badan Usaha Milik Daerah; 
b. bahwa scsuai kctentuan PasaJ 331 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Oaerah sebagaimana telah diubah beberapa kaii lerakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tent.ang Perubahar1 kedua atas Undang-Undang Nomor '23 1'ahun '201-4 tentang Pemerintahan Dacrah, Daerah dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah dan Pendiria.n BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat [l) ditetapkan dengan Perda; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, pcrlu menetapkan Peraturan Daerah tentang l'embentukan Badan Usaha Pelabuhan PT. Trans Linau Kabupaten Kaur; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu_n l9b? Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republi.k - Indonesia Nomor 2828); 



' ., 

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten 

Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 
Repubiik 1ndonesia Nomor 4266); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Ta1nbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ten tang Pcrseroan 
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nornor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4756); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 

(Leinbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, 

Ta.inbahan l,embaran Negara Republik lndonesia .Nomor 4849); 

7 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

8. Unclang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 

1ndonesia 1ahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 ten tang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

lndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

10. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan 

Daerah (Lembar an Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negar a Republik I ndonesia 

Nomor 5587) sebagaimana tclah cliubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pen, erintahan Dacrah \Lembaran. Negara Repu'ohk 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Tndonesia Nomor 2854); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang 

Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5070); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang 

Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah un 
2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5093); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang 
Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nom01· 26, Tambahan Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Nomor 5 108) sebagaimana telah diubah denwJn 
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang 
perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 

tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik 
Indon esia Tahun 201 1 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia Nomor 5208); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

15. Pcraturan Daerah Kabupaten Kau r Nomor 1 Tahun 2009 

tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Urusan 
Pemerintah Kabupaten Kaur; 

16. Pera turan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 
2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Kaur Nomor 09); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAUR 

da.n 

BUPATIKAUR 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR TENTANG 

PEMBENTUKAN SADAN USAHA PELABUHAN PT. TRANS LINAU 

KABUPATEN KAUR. 
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BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Da1am Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Kaur. 

2. Pemerintaha11 Daerab adalah pcnyelenggaraan urusan pemcrintaha11 oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas 

otonomi dan \\lgas pcmbantutu., deng;an prinsi? o\.1>nomi sduas-luasnya dalarn 

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 

da1,Jm Vndang-Undang Da.sai· Negara Republik Jndonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah ada1ah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pe1nerintahan Daerah. 

4 . Bupati adalah Bupati Kaur. 

5. Badan Usaha Pelabuhan Milik Daerah, yang selanjutnya disebut BUP adalah 
Badan Usaha Pelabuhan Milik Pemerinttth Daerah. 

6. Perseroan Terbatas Trans Linau yang untuk selanjutnya disebut PT. Trans 

Linau atau perseroan adalah Perusahaan terbatas yang merupakan Badan 

Usaha Milik Daerah yang didirikan dan dilniliki oleh Pemerintah Daerah 
Kabupaten Kaur 

7. Pihak lain adalah perorangan atau Badan Hukum Swasta, BUMN, dan/atau 
BUMD rni\ik Pernerintah Provinsi/Pernerintah Kabupaten/Kota \ainnya. 

8. Organisasi Perseroan adalah Rapat umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, 
dan Direksi. 

9. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan 

µengawasan ~a umu.m dan/atau khu.su.s s.esuai de.ngan anggaran dasar 
serta memberi nasehat kepada Direksi. 

10. Komisaris Utanrn adalah Komisa.ris Utama BUP PT.Trans Linau Kabupaten · 
Kaur. 

11. Komisar is adalah Komisaris BUP PT.Trans Linau Kabupaten Kaur. 

12 . Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ 

Perseroan BUP PT .Trans Linau Kabupaten Kaur, yang memegang kekuasaan 
tertinggi clalam Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan 

kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang telah ditentukan dalam 

l\nggaran Dasar Perseroan dan/atau Undang-Undang yang mengatur tentang 
Perseroan Terbata.s. 

13. Direksi adalah Organ Perseroan yang be1wena11g dan bcrtanggungjaw-ab penuh 

atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai clengan 

maksud dan tujuan Pe.rseroan serta n,ewaki~i Pcrseroan, baik ditlalan, maupun 

diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. 

14. Pegawai adaJah peg~1wai BUJ> PT. Trans Unau Kabupatcn Kaur atau yang 

berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan/dipekerjakan atau unsur 
_ prof~sional. 
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15. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT.Trans Linau Kabupaten Kaur. 16. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam pcrusahaan. 17. Pembina.an adalah kegiatan untuk memberikan pedoman/pctunjuk pengelola clan pengcndalian agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna 
18. Kerjasam a adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karcna ikatan antara BUP PT. Trans Linau Kabupaten Kaur dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tcrtentu. 

J 9. Kas Daesah adalah kas Daerah KabupateJ1 Kaur. 
20. Hari aclalah hari kelendcr. 
21. Pelabuhan adalah tcmpat yang terdiri dari daratan dan perairan dcngan batasbatas tcrtentu sebagai tempat kcgiatan pemerintahan dan k<'.giatan pcngusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bcrsandar, pelabuhan, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat banrng berupa terminal dan tempat berlabuh kapal, yang dilengkapi ctengan keselamatan dan kenyamanan pclayaran dan kegiatan pcnunjang pelabuhan serta tempat pcmindahan antara dan modal tr ansportasi. 

22. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketcrtiban arus ialu lintas l{apal, penum-pang dan/atau antar modal serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah. 
23. Pelabuhan Umum adalah Pelabuhan yang disclenggard.kan untuk kepentingan pelayanan masyarakal umum_ 
24. Pclauuhan Utama adalah pelabuhan clan fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut Dalam Negcri dan Internasional, alih muat angkutan laut Dalam Negeri dan Jnternasional dalam jumlah besar dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau harang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi. 
25. Pelabuhan Pengumpul adalah pclabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan pcnumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan cl.engan jangkauan pdayanan antar provinsi. 
26. Pelabuhan Pcngumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan Iaut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakru. pengumpan bagi pe\abuhan ul.runa dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan pen_ycberangan dengan jangkauan pelayanan dalam 

provinsi. 
27. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan temp~t kapal bersat;1dar atau tambat, tempat penumpukan, tcmpat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang. 
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28. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak diluar daerah lingkungan kerja 
dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dati 
pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesua.i dengan usaha 
pokoknya. 

29. Terminal untuk kepentingan sendiri adalah terminal yang terletak didalam 
daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan 
kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani 
kepentingan sendiri sesua.i dengan usaha pokoknya 

BAB II 
PEMBENTUKAN 

Pual2 

(1) Berdasarkan Peraturan Daerah ini dibentuk Sadan Usaha Milik Daerah berupa 
Perseroan Terbatas dengan nama PT. Trans Linau Kabupaten Kaur. 

(2) Pelaksanaan Pembentukan PT. Trans Linau Kaur sebagaitnana dimaksud pada 
ayat (1), dilakukan oleh Bupati sesua.i dengan Undang-Undang Pcrseroan 
Terbatas. 

BAB ill 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 3 
Pembentukan PT. Trans Linau Kahupaten Kaur bertujuan untuk: a. 
b. 

c. 

memperoleh laba atau keuntungan; memberikan manfaat bagi perkembangan perekonornian dacrah pada umumnya; 
1 arakan pemanfaatan umum bcrupa penyediaan barang dan/atau 

menye engg . han haJ·ac hidup masyarakat sesua.i kondisi 

. g bermucu bagi pemenu Jasa yan . rah bersangkutan berdasarkan tata kelola 

karakteristik dan potens1 dae yang rusahaan yang baik; dan 
. alka d. 

pe caru.ian v1s1 Kabupaten Kaur dan mengopu.m n 
mendukung pen r-pemanfaatan kondisi dan potensi unggulan daerah; 

BAB IV 
TEMPAT KEDUDUKAN DAN KEGIATAN USAHA pa.sa14 

d berkantor pusat di Kabupaten 
Linau Kabupaten Kaur berkedudukan . an sahaan di Dalam Negeri 

PT. Trans 
atau perwakilan peru 

. danat membuka cabang - RUPS sesuai peraturan 

Kaur dan ,, . berdasarkan atas Keputusan daru a~u..Jii war Negen berlaku ~~~o_:i.ns,u.nd~gan yang · r fi 



Pasal 5 

(I) Ruang lingkup kegiatan usaha PT. Trans Linau Kabupaten Kaur meJiputi antara 
lam , sebagai berikut : 

a. penyediaan dan/ atau pdayanan jasa pengurusan transportasi dan Bongkar 
Muat Barang; 

b. j asa-jasa yang berhubungan dengan pemanduan (pilotage) penundaan 
kapal; 

c. pergudangan dan t~.mpat penimbunan barang, alat bongkar rn.uat scrta 
pernlatan pelabuhan; 

d. penyediaan listrik bahan bakar mj11yak, air minum, instalasi lim bab 
pembuangan d 3.n kebutuhan kapal lainnya; 

e. jasa terminal, kegiatan konsolidasi dan distribusi barang termasuk hewan; 

f. pendidi kan dan pelatihan yang berkaitan dengan k epelabu han; 

g. jasa persewaan fasil itas dan peralatan bidang kepelabuhan; 

h . j asa perbaikan dan fasilitas dan peralatan bidang kepelabuhan; 
i. properti di daerah lingku ngan pelabuhan; 

j. waralaba dan usaha restoran di lingkungan pelabuhan; 

k. pengelolaan dan pengembangan badan usaha pelabuhan; 
I. j asa dcpo peti kemas; 

m . j asa Tempat Tu nggu Kendaraan Bermotor; 

BAB V 

MODAL DAN SAHAM 

Pasal 6 

(1) Sum ber Modal PT.T rans Linau Kabupaten Kaur, terdiri atas: 
a. penyertaan modal daerah; 

b. pinjaman; 

C. hibah;dan 

d. sumber modal lai.nnya; 

(2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat {l ) huruf <l, adalah: 

a. kapitalisasi cadangan; 

b . keun tungan re1r0Juasi asct; 
(3) Modal dasar ditctapkan sebesar Rp. 1.000 .000.000,-(satu miliar rupiah) dan 

<iapat <iiubah berdasarkan RUPS sesuai dengan anggaran dasar dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(4) Penyertaan modal daer ah sebagaimana dimaksudk an pada ayat ( l ) huruf a 

merupakan kekayaan daerah yang d ipisahkan. 

(5) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (ll hu tu f a paling 

sedikit 5 1% (lima pulu h satu persen) sahamnya dimiliki oleh Kabupaten Kaur. 

(6) Dalam hal penyer taan modal merupal{an pemisahan kekayaan ciaerah berupa 

aset Pemerintah D:1.erah , agar mempedomani peraturan perundang-undangan. 

(7) Bupati selal{U Kepala Daerah untuk mengelola keuan gan daerah dan mewakili 

sEKRer,'i!A:ffselJil~r~~D.aerah. dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan . 
aAG1A-. rlU!'i.Uf, --TEtpJ! o Pnc..q._5..;:,., ' I P 
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Pasal 7 

(1) Saham yang dikeluarkan oleh PT. Trans Linau Kabupaten Kaur adalah saham 

atas nama. 
(2) Jenis dan nilai nominal saham di tetapkan oleh RUPS. 

Pasal 8 

Ketentuan dan peraturan tentang daftar pemegang saham, pemindah tangan saha.m 

da.n diduplikat saha.n1 diatur dalam peraturan tersendiri oleh RUPS sesuai 
peraturan perundang-unda.ngan yang berlaku. 

Pasal 9 

(1) Setiap pemegang saham, menurut hukum harus tunduk dan patuh pada 

Kepu tusa.n yang secara sah ditetapka.n oleh RUPS. 
(2) Pemilihan Direksi dilakukan melalui ujian kelayakan dan kepatut.an yang 

dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh RUPS. 

(3) Direksi yang terpilih ditetapkan oleh Bupati. 
(4) Pengangkatan Direksi untuk pertama kali ditunjuk dan ditetapkan oleh 

Bupati, setelah melalui persetujuan DPRD. 

(5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh DPRD, 
palin g lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak usulan direksi 
disampaikan oleh Bupati ke DPRD. 

BAB VI 

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM 

Pasal 10 

(1) RUPS merupakan pemegang kuasa tertinggi dalam Perseroan. 
(2) RUPS terdiri atas RUPS tahunan da.n RUPS lainnya . 

(3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun. 
(4) RUPS tahunan diadakan dala.m waktu paling la.mbat 6 (enam) bulan setelah 

tahun buku ditutup. 
(5) RUPS lainnya dapat diaciakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan. 
(6) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama. 
(7) RUPS dihadiri oleh unsur-unsur yang terdiri dari pemegang saham sah dengan 

hak suara, Komisaris da.n Direksi. 
(8) Tata tertib penyelenggaraa.n !<UPS ditetapkan oleh N.UPS pertama denga.n 

berpedoman kepada Anggaran Dasar. 

" 
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BAB VII 
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI 

Pasal 11 

(1) PT. Trans Linau Kabupaten Kaur dipimpin oleh Direksi, yang tcrdiri dari 1 (satu) orang Direktur atau lebih, dimana apabila diangkat lebih dari satu orang Direktur maka satu orang diantaranya, diangkat sebagai Direktur utama, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini. (2) Proscdur dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewcnang scrta pcmberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar. (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 
a. diutamakan mcmpunyai ijazah sekurang-kurangnya sarjana (S1); b. sehat jasmani dan rohani; 
c. mcmpunyai pengalaman kcrja minimal 5 (lima) Tahun diperusahaan atau Lembaga yang bergerak dibidang kepelabuhan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan atau Lembaga tempat bekerja sebelumnya dengan penilaian baik; 
d. mernilki sertifikasi kepelabuhan; 
e. tidak pemah dihukum karena melakukan tindak pidana; f. tidak merupakan pengurus dan/atau anggota partai politik. 

Pasal 12 

( 1) Direksi diberhentikan jika : 
a. berakhir masa jabatannya, dan tidak dipcrpanjang sesuai dengan Keputusan RUPS atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku; b. mengundurkan diri; 
c. terbukti mclakukan tindak pidana; 
d. cacat seumur hidup yang mengganggu kerja; 
e. meninggal dunia. 
Direksi ctiberhentikan untuk sementara waktu, apabila telah ditctapkan sebagai tcrsangka, karena terkait kasus tindak pidana dengan ancaman hukuman minimum s (lima) Tahun penjara oleh instansi yang berwenang 

(2) 

menunggu Kcputusan Hukum tetap. Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) da.11 ayat (2) dilaksanakan melalui RUPS dan ditetapkan oleh Bupati. 

(3) 

Pasal 13 

bclum berakhir masa J0 abatannya dapat dilakukan 
Pemberhentian Direksi yang 
melalui RUPS atas usul komisaris. 
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BAB VIII 
KOMISARIS 

Pasal 14 
(1) Komisaris terdiri dari satu orang atau lebih anggota Komisaris, dimana apabila diangkat lebih dali satu orang anggota Komisaris, maka salah seorang diantaranya diangkat scbagai Komisaris Utama, sebagaimana tercantum dalam lampiran ~raruran Daerah ini. 

(2) Prosedur dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewcnang ~rta ~m~~henfr..m Komi&,ris diatur dalam Anggaran Dasar. (3) Pengangkatan jabatan Komisaris untuk pertama kalinya ditctapkan oleh Bupati setelah melalui persetujuan DPRD. 
(4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh DPRD, paling lambat 30 (tiga pu luh) hari terhitung sejak usulan Komisaris disampaikan oleh Bupati ke DPRD. 

BAB IX 
KEPEGAWAIAN 

Pasal 15 
(1) Pegawai perseroan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 

('2f Kecfucfukan, kewajiban dan hak pegawai diatur oleh Direksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan kemampuan Kl:,\:.W\gal', 1)1:;!'51:,T\Ya_O. 

BABX 
KERJ ASAMA 

Pa• al 16 

(1) Dalam rangka meningkatkan kinerja, laba usaha dan /atau efisiensi pcngembangan usaha, maka Sadan Usaha Pelabuhan dapat bekcrjasaina dcngan pihak lain atau Lembaga tertcntu setelah mendapat persetujuan melalui RUPS sesuai dengan pcraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Untuk pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (I) Perseroan dapat bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Kota lain dan atau pihak lain di Dalam Negeri dan atau di Luar Negeri. 

BAB XI 
TAHUN BUKU PERENCANAAN KERJA DAN ANGGARAN 

Pasal 17 
(1) Tahun Buku perseroan adalah Tahun Takwim. (2) Rencana kerja dan anggaran biaya disusun dan diajukan oleh Direksi kepada Komisaris untuk memperoleh pengesahan. 
(3) Pcngt:sahan Rencana kerja dan Anggaran uiaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Tahun Buku ditu.tuµ. 

---



.•. 

Pasal 18 

(1) Pada setiap penutupan Tahun Buku, Direksi berkewajiban mernbuat dan menyampaikan laporan keuangan perseroan yang terdiri atas neraca, perhitungan laba rugi, pcrubahan modal dan catatan atas Japoran keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik. 
(2) Selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah Tahun Buku ditutup, Dircksi membuat laporan tahunan untuk diajukan dibahas ctalam RUPS tahunan. (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, harus dilaporkan kepada Bupati dan wajib dilampirkan datam taporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap Tahu n kepada DPRD. 

BAB XII 
PENETAPAN DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH 

Pasal 19 

( l) Pcnetapan Iaba bcrsih ditctapkan oleh RUPS. 
(2) Pernbagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditctapkan oleh RUPS dan dialokasikan untuk : 

a . pendapatan Asli Daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; 
b. pemegang saham; 
c. dana pengembangan usaha perseroan; 
d. dana kesejahteraan perseroan;dan 
e. dana cadangan perseroan; 

BAB XIII 
PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN 

Pasal 20 

(1) Pengga bungan, peleburan dan pengambilalihan pcrseroan ditetapkan oleh RUPS dan disainpaikan kepada Bupati dan DPRO untuk rncndapatkan persetujuan. (2) Persetujuan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan pcrseroan olch Bupati dan DPRD dituangkan melalui Peraturan Daerah. 

BAB XIV 
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI 

Pasal 21 

(1) Pembubaran ctan Likuidasi Perseroan ditetapkan dalarn RUPS dan penetapan pengendalian. 
(2) Tata cara Pembubaran dan Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

F 
=-dit•-:;= dalrun Angga,an Dasru-dan ditetapkan dengan Pen>tman Damh. 
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BAB XV 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 22 

Dalam pembentukan Badan Usaha Pelabu han PT. Trans Linau Kabupaten Kaur 
mcnuru t Pera turan Daerah ini, maka kepada Bupati untuk membuat Akta Notaris 
pembentukan Sadan Usaha ini scsuai dengan pera turan peru ndang-undangan 
selambat-lambatnya 6 (enamJ bulan terhitung sejak ditetapkan Peraturan Daerah 
ini. 

BAB XVI 

KETENTUANPENUTUP 

Pasal 23 

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini dia tur 
dengan Peraturan Bupati Kaur . 

Pasal 24 

Peraturan Daerah ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabu paten Kaur. 

ScKRETARIAJ CAERAH KABUPAT"N KAU?. ' 
BAGIAN HUKl.!M 

Diundangkan di Bintuhan 

pada tanggal, ~~ Moret 

SEKRETARISDAERAH 

TELAH 0,Pqoc-s DAN 
0,TElfTI KE3E~ ~~'lYA 

2018 

NADI, S.Sos., M.Si 

Pembina Utam Muda 

NIP. 19690127 199003 1 004 

Dite tapkan di Bintuhan 
pada tanggal, 2" 1'1'.0.ft\, 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAURTAHUN 2018 NOMOR : 2.41.l 
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I. UMUM 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR 

NOMOR : t),/ TAHUN 2018 

TENTANG 

PEMBENTUKAN SADAN USAHA PELABUHAN 

PT. TRANS LINAU KABUPATEN KAUR 

Dalain rangka mendukung te:rwujudnya Visi dan Misi Kabupaten Kaur dan 
sekaligus untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan dan dinamika 
perekonomian global dan regional, maka salah satu langkah yang ditempuh 
Pemerintah Kabupaten Kaur adalah dengan meningkatkan pembangunan 
bidang ekonomi, yang diantaranya melalui pembentukan Badan Usaha 
Pelabuhan PT. Trans Linau milik Pcme:rintah Daerah Kabupaten Kaur. 
Diharapkan melalui pembentukan badan usaha ini akan meningkatkan 
kontribusi dan peran serta Pemerintah Daerah disektor Kepelabuhan di 
Kabupaten Kaur Khususnya, dan di tanah air atau Dunia Internasional 
umumnya, se:rta sekaligus memberikan kontribusi terhadap penguatan fiskal 
Daerah melalui peningkatan penerimaan Pendapatan Daerah. 

Kabupaten Kaur dengan letak geografisnya yang strategis membe1i peluang 
dan potensi yang cukup besar untuk pengembangan dan menciptakan peluang 
usaha disektor kepelabuhan dengan orientasi bisnis guna mewujudkan Good 
Corporate Govennance. Untuk mendukung ha! tersebut, maka pcrlu adanya 
wadah dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah, yang dalam hal ini adalah PT. 
Trans Linau Kabupaten Kaur. Disamping itu, upaya tersebut diatas juga 
ditujukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten 
Kaur, sekaligus memberikan dukungan terhadap percepatan laju perkembangan 
perekonomian dan pembangunan daerah. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 
Cukup jelas 

Pasal 2 
Cukup jelas 

Pasal 3 
Cukup jelas 

Pasal 4 

. -. Cukup jelas 
:t• ,\. ' ... r-

.Pasal 5 
T ~LAH i:)!i> ~ ; .I 
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Ayat ( 1) 

Yang dimaksud dengan terminal pada huruf i ayat ini meliputi 
terminal khusus dan/atau terminal untuk kepentingan 
sendiri. 

Pasal6 

Pasal 7 

Pasal 8 

Pasal9 

Ayat (1) 

Cukup jelas 
Ayat (2) 

Cukup j elas 
Ay at (3) 

Cukup jelas 
Ayat (4 ) 

Cu kupjelas 
Ayat (5) 

Yang dimaksud dengan penyertaan modal daerah pada ayat 
ini adalah Penyertaan Modal Daera.h Kepada PT. Trans Linau 
Kabupaten Kaur sebagai Pemenuhan Modal Dasar. 

Ayat (6) 
Cukupjelas 

Ayat (7) 

Cukupjelas 

Cukup j elas 

Cukupjelas 

Cukup jelas 

Pasal 10 
Cukup j elas 

Pasal 11 

,. '• J 

., Pasal 12 

Ayat (1) 
Cukup j elas 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Yang dim aksud dengan lembaga huruf c ayat ini ad~~ 
Jembaga pemerintah yang bergerak atau mem1hk1 
tugas/ fungsi disektor kepelabuhan atau berkaitan dengan 
sektor kepclabuhan. 
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Pasal 12 

Cukupjelas 

Pasal 13 

Cukupjelas 

Pasal 14 

Ayat ( 1) 

Cukupjelas 
Ayat (2) 

Cukug telas 
Ayat {3) 

Cukupjelas 
Ayat (4) 

Yang dimaksud dengan 30 (tiga puluh) hari pada ayat ini 
adalal1 jangka waktu bagi DPRD untuk rnemberikan jawaban 
terhadap usulan yang disampaikan Bupati, dimana dalam hal 
setelah jangka wak!u 30 (tiga puluh) hari ternyata DRPD tidak 
rnemberikan jawaban, maka usulan dianggap disetujui. 

Pasal 15 
Cukupjelas 

Pasal 16 

Ayat ( l) 

Yang dimaksud clengan Jembaga tertentu pada ayat ini adalah 
lembaga pemerintah yang bergerak atau mcmiliki 
tuga.s/fungsi di..sekt.or atau berkaitan dengan scktor 
kepelabuhan. 

Pasal 17 

Ayat (2) 

Cukup jclas 

Ayat ( 1) 

Yang dima.ksud de.ngan Tabun Takwim pada ayat ini adaJab 
tahun yang dimulai dari tanggal l januari dan berakhir pada 
tanggal 3 1 Desember pada tahun yang sama. 

Ayat (2) 

Cukupjelas 
Ayat (3/ 

Cukupjelas 
PasaJ 18 

Ayat ( 1) 
Cukupjelas 



Ayat (2) 

Laporan Tahunan diajukan dan dibahas da.Iam RUPS memuat 
sekw1:1ng-kut"a.t1gn:ya:, hal-hal 5-ea--agaJ aeriku:t: 

a . perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir Tahun 
Bu ku yang lampau dan perhitunga.n Iaba rugi dari Tahun 
Buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumcn 
tersebut; 

b. neraca gabungan dari perseroan yang tergabung da.Iam 
satu grup, disa.mping neracu dari masing-masing 
perseroa.n tersebut; 

c - Japoran mengenai keadaan da.n jalannya perseroa.n serta 
basil yang telah dir.apai; 

d. kegiatan utama perseroan dan perubahan seiama Tahun 
Buku; 

e. 1incia.n masalah yang timbul sela.ma Tahun Buku yang 
mempenga.ruhi kegiatan perseroan; 

f. na;ua ai1ggota Direksi dan Komisaris; dan 

g . gaji dan tunjangan lain bagi Anggota Direksi dan 
Kornisaris. · 

Ayat (3) 

Cukup _jelas 

Pasal 19 

Cukup _jelas 

Pasal20 

Ayat( l) 

Penggabungan dan pelebur·an dituangkan dalan1 satuan 
rancangan yang disetuj ui oleh RUPS dan memuat sekura.ng
kurn11gnya h al-h a.1 sebagaJ berikut : 

a. na.ma perseroan yang akan melakukan penggabungan at.au 
peleburan; 

b. alasa.n serta penjelasan masing-masing Direksi perseroan 
yang aka.n melakuka.n penggabungan a.tau peleburan dan 
persyarata.n penggabungan a.tau peleburan; 

c. ta.ta cara konversi saham dari ma.sing-ma.sing perseroan 
yang akan melakukan penggabtmgan atau peJebunm 
terhadap sahain perseroan dan hasii penggabungan a.tau 
pcleburan; 

d . rancangan perubahan a.nggaran dasar perseroa.n hasil 
penggabungan (apabila ada) a.tau ra.ncangan akta pendirian 
perscroai1 baru hasil pelebura.n; 

e. nera.ca, perhit1J.ngan laba rugi YaJ!g meliputi 3 (tiga) Tahun 
Bu:ku. terakhi.r d.a.ri seu.1.u.a_ i;ie rsei:o::in yang, aka1.1. =la.kii.k/31.1. 
penggabungan a.tau peleburan;dan 

f. hal-hal yang perlu diketahui oleh pemegang saham masing-
s_"j; ---D.Ae --,,-,--...,.., ma.sing perseroa.n; 

~ i_:j~ 
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Ayat (2) 

Cukupjelas 
Pasal 21 

Cukup j elas 
Pasal 22 

Cukup jelas 

Pasal 23 
Cukup jelas. 

Pasal 24 
Cukup jelas. 
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